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PUTUSAN

Nomor 0527/Pdt.G/2015/PA.KAG

ZARn g
PSS o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis

Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan llir, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan liir,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang
diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18
Agustus 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kayuagung dengan register perkara Nomor 0527/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal
18 Agustus 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di
Ogan llir pada tanggal 26 Oktober 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan llir
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 796/141/X/2014, Pada Tanggal 28
Oktober 2014;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah orang Tua Termohon di Kelurahan Timbangan
selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan tidak jauh dari
kediaman rumah orang tua Termohon di kelurahan Timbangan selama
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kurang lebih 4 bulan, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah
selama kurang lebih 1 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon
dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri

dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka dan
Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, dan

sebelumnya belum pernah bercerai;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan,
akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering

terjadi perselisinan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon adalah:

- Termohon sering bersikap kasar dengan Pemohon;

- Termohon sering membantah nasehat dari Pemohon;

- Termohon sering melawan dan bersikap egois terhadap Pemohon;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir di terjadinya pertengkaran
terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan
Agustus 2015, yang berawal dari Termohon menuduh Pemohon selingkuh
padahal Pemohon tidak pernah sama sekali untuk selingkuh, dan
terjadilah adu mulut antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon
keluar rumah, sepulangnya dari rumah Pemohon mendapati Tergugat
sudah tidak ada di rumah dan seluruh pakaian Pemohon dibakar sampai
habis oleh Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah
tempat tinggal Pemohon tinggal di kediaaman orang tua di Perumahan
Palem Raya Blok P No. 71, Dusun | Kecamatan Inderalaya Utara dan
Termohon tinggal bersama orang tua di Kelurahan Timbangan Lk. I, Rt.
04 Kecamatan Inderalaya Utara, sejak itu antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak saling memperdulikan lahi selama 1 bulan;;
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7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang
demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah

mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

8. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga
dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus

ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang,
sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan
Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah
tangganya, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu
perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah

hadir di persidangan;
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Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat
permohonan Pemohon dengan register nomor 0527/Pdt.G/2015/PA.KAG
tanggal 18 Agustus 2015, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan
oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohanannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Utara Nomor 796/141/X/2014,
Pada Tanggal 28 Oktober 2014 bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor
Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,

lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2

(dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, tempat tinggal di Kabupaten Ogan llir, saksi tersebut mengaku
sebagai teman dekat Pemohon dan di bawah sumpahnya telah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah,

akan tetapi belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dengan
berpindah-pindah dan terakhir mereka tinggal dan membina rumah
tangga bersama di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Timbangan,

Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan liir;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, akan tetapi beberapa bulan setelah itu antara Pemohon dan

Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi sesaat setelah keduanya

bertengkar;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon
dan Termohon, dan saksi sering melihat keduanya saling bersediaman

dan saling acuh;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang

1 bulan, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

komunikasi, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa saksi selaku teman dekat pernah berusaha untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar bersabar

dan mau rukun kembali dengan Termohon sebagai suami dan isteri;

2. Saksi Il, tempat tinggal di Kabupaten Ogan lir, saksi tersebut mengaku
sebagai teman dekat Pemohon dan di bawah sumpahnya telah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah,

akan tetapi belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dengan
berpindah-pindah dan terakhir mereka tinggal dan membina rumah
tangga bersama di bedeng yang berdekatan dengan rumah orang tua
Termohon,

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, akan tetapi beberapa bulan setelah itu antara Pemohon dan
Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi sesaat setelah keduanya

Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon
dan Termohon, dan saksi sering melihat keduanya saling bersediaman
dan saling acuh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang

1 bulan, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

komunikasi, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
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- Bahwa Pemohon pernah berusaha untuk menjemput Termohon, akan

tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi selaku teman dekat pernah berusaha untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar bersabar

dan mau rukun kembali dengan Termohon sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan

yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang
perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolute competentie Pengadilan Agama

berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relass panggilan Termohon, dan
Termohon berdomisili di Kabupaten Ogan lir yang merupakan yurisdiksi
Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka secara relative competentie perkara ini merupakan kewenangan

Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama
dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki
Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan
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terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara in person di
persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili
oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, karena itu
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak

mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar i’
dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45:

Al 32 Y alls sed cang Al Gpadisdl A& e Sl ) 00 (0

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka

di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, maka Termohon harus
dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan permohonan Pemohon dilanjutkan dan
perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), sebagaimana
dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan
Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon
dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan

Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat

dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon
ingin menceraikan Termohon dengan dalil/alasan bahwa antara Pemohon dan
Termohon tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih
kurang 1 bulan, Pemohon sudah diupayakan untuk damai dengan Termohon
akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada

bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga
Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil permohonan
Pemohon tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil

permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya
jawaban dari Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian,
dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa
perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan atau persetujuan bersama,
oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus
membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan

kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan
oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa Photocopy Kutipan Akta Nikah yang
merupakan Photocopy dari suatu akta autentik yang telah dinazegelen, dan
setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai
alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat
dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian telah
terpenuhi  ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga
Pemohon dengan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);
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Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan
saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada

bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa
permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas
bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat
(1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan
saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam

menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut
menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis
lagi dan telah sering terjadi perselisihan, dan kedua saksi tersebut
menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak
1 (satu) bulan yang lalu tanpa saling mempedulikan lagi sampai dengan
sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon didukung dengan
alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan

fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami isteri, akan

tetapi belum dikaruniai anak;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan

secara terus-menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan

yang lalu dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
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- Bahwa orang dekat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon

dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai
bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, sehigga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap
dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai,
melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai

dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi:

':d]_..a.al'iul;é.c ,:.&.n MM'I:—_)J

Artinya: Menolak  kemudharatan lebih utama daripada menarik

(mempertahankan) kebaikan;

Ll &L 1550 Legilael o) fintuin Garlat 1Y

Artinya: “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang
lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan

mudaratnya’;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan
lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga yang bahagia kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan dihubungkan dengan fakta-fakta
hukum tersebut di atas, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat

diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa
apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki

dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang
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lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Bagarah ayat 227

By

=
k1l - - - ~T =

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengarlagi Maha mengetahui’;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka
Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan
telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa sedangkan selama dalam perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang

terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal
29 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990, Surat Ketua
Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA-
AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kayuagung untuk menyampaikan Salinan Penetapan lkrar Talak perkara ini
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama di mana pernikahan Pemohon dengan Termohon

dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada

Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku

yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
roji terhadap Termohon (Nuriko Yama aliasa Yama binti A. Wahid) di

depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan Agama  Kayuagung  untuk
menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten

Ogan llir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 M
bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Maman
Abdur Rahman, S.HI., M.Hum., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Ali Akbarul Falah, S.HI. dan H. Ivan Yuzni
Amarullah Murtadlo, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Al Muallif, SAg
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sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;
Ketua Majelis,
Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ali Akbarul Falah, S.HI. H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Al Muallif, S.Ag.
Perincian biaya perkara:
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 225.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)
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